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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang
satu keabjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di 11Q Jakarta, transliterasi

Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan
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2. Vokal

Vokal Tunggal Vokal Tunggal Vokal Rangkap
Fathah :a B & al

Kasrah i 7N 3 au

Dhammah : u s:0

3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (J') gamariyah

C.

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (J') gamariyah dengan
bunyinya. Contoh :

sl :al-Bagarah

andl  : al-Madinah

Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (J') syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (J) syamsiyah
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan
sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

d2J0 ar-Rajul S5 :asy-Sayyidah
)z ad-Darimi ] - asy-Syams
Syaddah (Tasydid)

Syaddah(Tasydid) dengan system aksara Arab digunakan lambang
(_), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf,
yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydid. Aturan

ini berlaku secara umum, baik tasydid yang berada di tengah kata, di

xii



akhir kata, ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh

huruf-huruf syamsiyah.

Contoh:
A : Amanna billaht
Lk Eal - Amanna as-Sufahd 'u
Gl &y - Inna al-Ladzina
22005 : Wa ar-rukka’i

. Ta Marbutha(?)

Ta Marbutha(s) apabila berdiri sendiri, wagaf atau diikuti oleh kata
sifat (na’at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”.
Contoh:

sxay)  al-Afidah

By Analali : al-Jami 'ah al-1slamiyyah

Sedangkan Ta Marbutha (3) yang diikuti atau disambungkan (di-

washal) dengan kata benda (isim), maka dialihaksarakan menjadi huruf

‘Ct”.

Contoh :

Lalidlle -‘Amilatun Nashibah
s &0 44 - al-Ayat al-Kubra

. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi
apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang
Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal

kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain.
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Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini,
seperti cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold) dan ketentuan
lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang,
maka huruf yang ditulis capital adalah awal nama diri, bukan kata
sandangnya. Contoh: Ali Hasan al-Aridh, al-Asgallani, al-Farmawi dan
seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur’an dan nama-nama
surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur’an, Al-Bagarah,

Al-Fatihah dan seterusnya.
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ABSTRAK

Rina Nur Izzatin NIM 15110800. Penerapan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tentang Akuntansi ZIS di Lembaga
Pengelola Zakat (Studi Kasus BAZNAS Pusat). Jurusan Manajemen
ZISWAF, Fakultas Syariah 11Q Jakarta, 2019 M/ 1440 H.

Berdasarkan laporan Kantor Akuntan Publik (AKP) tahun 2016-2017
dinyatakan, bahwasanya BAZNAS telah membuat laporan keuangan
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 109 tahun 2007,
hanya saja sebagai penulis ingin mengetahui lebih lanjut metode apa yang
digunakan olen AKP. Benarkah bahwasanya laporan keuangan yang telah
dibuat oleh BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK No. 1009.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang
bersifat deskriptif, dengan mengunakan metode wawancara, metode

dokumentasi dan analisis data.

Berdasarkan pernyataan bahwa laporan keuangan BAZNAS Pusat telah
sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109
Tentang Akuntansi ZIS, dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapan secara keseluruhan. Format pelaporan keuangan BAZNAS
Pusat juga sudah sesuia dengan PSAK No0.101 tentang Penyajian Laporan
Keuangan Syariah.

Kata kunci: PSAK, Laporan Keuangan, BAZNAS.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Jika dicermati lebih dalam, sebenarnya syariat zakat bisa ditemukan
pada masa para rasul sebelum Nabi Muhammad. Hal ini dapat secara jelas
dilihat pada beberapa ayat yang mengindikasikan hal tersebut.

RSP STl FEFICANF

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta
orang-orangyang ruku”. (QS. al-Bagarah:43)*
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“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari
orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan
harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi
(manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan
perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah
kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada
hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar
dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan)

! Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah As-Salam, (Jakarta: Al-Huda, 2015),
h. 8.



kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu
sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan
itu.".(QS. at-Taubah: 34-35)

P T (VAT B [0 TRV o

“Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku
berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan
(menunaikan) zakat selama aku hidup . (QS. Maryam: 31)

Keempat ayat yang menyinggung persoalan zakat di atas, jelas arah
pembicaraannya tidak ditujukan kepada umat Nabi Muhammad, akan
tetapi dialamatkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu
generasi sebelum Nabi Muhammad. Ayat pertama, QS. al-Bagarah: 43,
dialamatkan kepada Bani Israil yang suka mengingkari nikmat Allah,
menjual-belikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, menukar informasi
yang benar dengan yang salah, serta menyembunyikan kebenaran yang
sesungguhnya, termasuk penyembunyian tentang keberadaan perintah
zakat di samping perintah shalat. Ayat kedua dan ketiga, QS. at-Taubah:
34-35, mereduksi sikap bagian terbesar orang-orang alim Yahudi dan
rahib-rahib Nasrani yang telah terbiasa memakan harta orang lain
(masyarakat) dengan cara-cara yang batil, termasuk menyelewengkan
dana zakat lewat penimbunan harta mereka yang berbentuk mas dan perak
yang menyebabkan mereka diancam siksa yang pedih di neraka
jahannam. Sedangkan ayat keempat, QS. Maryam: 31, berisikan berita
tentang perjalanan Nabi Isa as, yang Allah jadikan sebagai seorang nabi
yang selalu taat beribadah shalat dan membayar zakat sepanjang
hayatnya.

Penjelasan di atas secara nyata mengindikasikan wujud pensyariatan
zakat kepada para nabi Allah terdahulu. Sayangnya umat mereka (para

nabi pra Nabi Muhammad) mengingkari pensyariatan zakat. Mereka



enggan mengeluarkan zakat karena dianggap akan mengurangi kekayaan
yang mereka kumpulkan dengan susah payah.?

Pengumpulan zakat pada masa Nabi Muhammad (571-632), yang
menurut pendapat mayoritas dimulai sejak tahun ke-2 Hijriah (624). Zakat
fitrah sejak awal bersifat sukarela, terkait erat dengan hari raya ‘id fithr,
dan bersifat individual. Ha ini berbeda secara diametral dengan zakat
harta yang sejak awal bersifat wajib. Pengumpulan zakat harta sejak awal
diregulasi dan dikelola secara langsung oleh Nabi Muhammad.

Seiring populasi masyarakat Muslim dan perluasan wilayah negara
Islam, Nabi Muhammad kemudian mengangkat sejumlah besar petugas
zakat, termasuk para sahabat Nabi yang terkenal, seperti Umar dan Ali,
untuk menarik zakat dari masyarakat Muslim®. Dapat dikatakan bahwa
Nabi telah menutup seluruh wilayah Jazirah Arab dengan petugas
zakatnya. Hal ini kemudian menjadi landasan secara umum bahwa sejak
masa Nabi Muhammad masalah zakat adalah urusan tugas pemerintah.
Namun, yang lebih jelas terlihat adalah diangkatnya para petugas khusus
zakat oleh Nabi, ini menandai era baru di mana zakat kini tidak hanya
dikelola secara personal oleh Nabi, namun juga dikelola secara kolektif
oleh petugas profesional yang mendapat bagian dari zakat terhimpun di
bawah alokasi*‘4milin(orang yang diangkat untuk mengambil zakat dan
mengurus zakat)®. Nabi Muhammad sebagai pengelola zakat tidak
menerima dari bagian zakat, begitupun keluarga dan kerabatnya semasa

Nabi masih hidup. Dengan demikian, telah terjadi transformasi

2 Sudirman, Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas, (Malang: UIN-Malang Press,
2007), h. 34-35.

® Sjechul Hadi Permono, Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat,
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), cet ke-2, h. 3.

*Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group,
2015), cet ke-1, h.133-134.

*As- Sayyid Sabig, Panduan Zakat Menurut Al-Qur’an dan as-Sunnah, (Bogor:
Pustaka Ibnu Katsir, 2005), cet ke-1, h. 142,



pengelolaan zakat yang mengarah pada struktur yang formal, kolektif,
terorganisir dan permanen sejak masa Nabi Muhammad.

Beberapa karakteristik lain dari pengelolaan zakat di masa Nabi adalah
regulasi yang detail tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat,
termasuk tata krama petugas zakat dan sikap ideal masyarakat terhadap
petugas zakat, pemisahan zakat dari penerimaan negara lainnya dengan
pendistribusian yang juga terpisah, penghimpunan dan pendistribusian
secara umum bersifat lokal di mana zakat didistribusikan di wilayah di
mana ia pungut tanpa dikumpulkan secara terpusat, penghimpunan zakat
secaraumum dilakukan muzaki sendiri, dan pemungutan zakat secara
wajib oleh petugas hanya dilakukan terhadap hewan ternak dan hasil
pertanian.

Dinamika pengelolaan zakat pada masa awal Islam ini, diriwayatkan
secara lengkap oleh Abu ‘Ubayd®. Pada awalnya zakat diserahkan
langsung kepada Nabi Muhammad SAW atau orang yang dipercayakan
Nabi untuk mengelolanya. Di masa Abu Bakar, zakat diserahkan kepada
Abu Bakar atau orang yang dipercayakan untuk mengelolanya. Demikian
pula di masa Umar, zakat diserahkan kepada Umar atau orang yang telah
dilantik untuk mengelolanya. Hal ini berlanjut di masa Ustman, di mana
zakat diserahkan kepada Ustman atau orang yang telah diresmikan untuk
mengelolanya. Namun pasca Ustman terbunuh, vyaitu sejak masa
kekuasaan Ali, terjadi perbedaan pendapat di masyarakat Muslim,
sebagian tetap menyerahkan zakat kepada penguasa dan sebagian lainnya
mendistribusikan zakat secara langsung kepada mustahik.

Dari pemaparan jabatan amilin dan lembaga pengelola zakat di atas,

dapat disimpulkan bahwa secara substantif, jabatan pengelolaan dana ZIS,

® Sulaiman Rasjid, Figh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), cet ke-42,
h. 211.



terus dipertahankan oleh para khalifah pengganti Nabi Muhammad,
dengan mengalami perubahan dan modivikasi sesuai dengan kebutuhan
dan keadaan’.

Hal lain yang menonjol, yang dikemukakan dalam buku fikih zakat
tersebut adalah bahwa zakat itu harus dikelola oleh amil (lembaga) yang
profesional, amanah, bertanggung jawab, memiliki pengetahuan yang
memadai tentang zakat dan memiliki waktu yang cukup untuk
mengelolanya. Misalnya untuk melakukan sosialisasi, pendapatan muzaki
dan mustahik dan penyaluran yang tepat sasaran, serta pelaporan yang
transparan. Hal ini bisa dipahami karena zakat adalah satu-satunya ibadah
yang disyari’atkan Islam yang secara eksplisit dinyatakan ada petugasnya,

seperti tersurat dalam firman Allah QS. At-Taubah: 103
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“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah:
103)

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang
memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan,
antara lain: pertama, lebih sesuai dengan tuntunan syariat dan sirah
nabawiyyah maupun sirah para sahabat dan tabi’in. Kedua, untuk
menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Ketiga, untuk
menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan

langsung untuk menerima zakat dari para muzaki. Keempat, untuk

" Muhammad Amin Suma, Las-Nas Modern Pertama di Indonesia 1967-2018,
(Jakarta; BAMUIS BNI, 2018), h. 118.



mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam
penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu
tempat. Kelima, untuk memperlihatkan syi’ar Islam dalam semangat
penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat
diserahkan langsung dari muzaki kepada mustahik, meskipun secara
hukum syari’ah adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikan hal-hal
tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan
dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Karena itu pula, di zaman Rasulullah SAW, para sahabat dan para
tabi’in, zakat selalu dikelola oleh petugas khusus yang mengatur
pengumpulan zakat. Dengan demikian, zakat di samping amal yang
bersifat kedermawaan yang harus dilandasi dengan keikhlasan.®

Sebagian negara Muslim saat ini merupakan negara nasional-sekuler,
tidak menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahan, dan bahkan sebagian
berada di bawah kekuasaan rezim otoriter yang zalim. Terkait dengan
pengelolaan zakat oleh negara sekuler, kondisi ini tidak banyak mendapat
pembahasan dalam kajian fikih Kklasik. Tidak mengherankan bila
kemudian pengelolaan zakat di masyarakat Muslim kontemporer menjadi
eksperimen yang sangat beragam. Dari sifat pengumpulannya,
pengelolaan zakat kontemporer secara umum dapat di kelompokkan ke
dalam dua kategori. Pertama, sistim pembayaran zakat secara wajib, di
mana pembayaran zakat kepada negara diterapkan secara wajib dan
terdapat sanksi bagi ketidakpatuhan. Sistim ini tercatat diterapkan di enam
negara Muslim yaitu: Arab Saudi, Pakistan, Sudan, Libya, Yaman dan,
Malaysia, di mana negara-negara ini secara umum menjadikan Islam

sebagai dasar negara. Kedua, sistim pembayaran zakat secara sukarela,

® Didin Hafidhuddin, The Power OfZakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat
Asia Tenggara, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), cet ke-1, h. 97-99.



dimana pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan secara
sukarela. Pengelolaan zakat dilakukan baik oleh pemerintah maupun
masyarakat sipil dan tidak terdapat sanksi hukum bagi yang tidak
menunaikan kewajiban zakat. Sistim ini berlaku di mayoritas negara-
negara Muslim yang secara umum adalah sekuler, tidak menjadikan Islam
sebagai dasar negara seperti: Kuwait, Bangladesh, Yordania, Mesir serta
di negara-negara non-Muslim, dimana Muslim adalah minoritas.

Posisi Indonesia tergolong unik. Sebelum keluarnya Undang-undang
No. 38 tahun 1999, zakat dikelola secara tradisional dan sepenuhnya
bersifat sukarela di tingkatan individual, namun kemudian bangkit di
tahun 1990-an sebagai gerakan sosial ekonomi di tangan masyarakat sipil
melalui berbagai lembaga amil professional. Pasca keluarnya UU No. 38
tahun 1999, pengelolaan zakat di Indonesia secara resmi terkait dengan
otoritas negara, yaitu melalui Badan Amil Zakat (BAZ), namun masih
ditingkat sukarela dan tetap mengikutsertakan peran kelompok
masyarakat Lembaga Amil Zakat (LAZ) secara luas. Dalam konteks ini,
UU No. 38 tahun 1999 bijak dan tidak ahistoris karena praktik baik yang
telah berjalan tidak diganggu dan negara memilih posisi memperkuat
sistem. Namun, harus diakui bahwa UU No. 38 tahun 1999 masih jauh
dari sempurna seperti belum berjalannya good governance yang di
indikasikan dari ketidak jelasan pemisahan fungsi regulator pengawas dan
operator.

Secara menarik, akomodasi masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat
nasional olen UU No. 38 tahun 1999 yang kemudian sekarang sudah di
ganti dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mendapat
dukungan fikih dari otoritas keagamaan nasional, yaitu Majelis Ulama
Indonesia (MUI). Dalam fatwa MUI No. 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat
yang lahir pada 3 Maret 2011, berselang beberapa bulan sebelum lahirnya



UU No. 23 tahun 2011, MUI menegaskan bahwa Amil Zakat dapat
berasal dari unsur pemerintah maupun unsur masyarakat (lembaga
swasta) yang disahkan oleh pemerintah.

Pasal 5 dan 15 UU No. 23 tahun 2011 telah membuat pendirian
BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) di tingkat pusat, provinsi dan
kabupaten/kota menjadi amanat Undang-undang, tanpa memberi
persyaratan pendirian. Di saat yang sama, pendirian Lembaga Amil Zakat
(LAZ) yang sama-sama operator zakat nasional sebagaimana halnya
BAZNAS®,

Regulasi zakat di Indonesia terhitung masih baru apabila dibandingkan
dengan masa Islam masuk ke Indonesia. Walaupun pada masa penjajahan
kolonial, Belanda pernah mengeluarkan Bijblad No. 1892 tanggal 4
Agustus 1893 tentang kebijakan zakat. Pemerintah Hindia Belanda
melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi membantu
pelaksanaan zakat. Hal tersebut untuk melemahkan posisi dari keberadaan
harta zakat. Larangan tersebut tertuang dalam Bijblad No. 6200 tanggal
28 Februari 1905. Adanya larangan tersebut menunjukkan rasa takut dari
pemerintah  Belanda akan perjuangan umat Islam  merebut
kemerdekaannya®.

Sejarah pengelolaan zakat Indonesia di era Orde Baru dan era
reformasi menunjukkan bahwa praktik zakat sangat bergantung pada
tingkat kepercayaan masyarakat. Upaya presiden Soeharto yang untuk
melakukan sentralisasi pengelolaan zakat pada tahun 1968 mengalami
kegagalan dan berakhir pada tahun 1972. LAZ yang murni dibentuk oleh

masyarakat sipil mengalami perkembangan signifikan di era reformasi

° Oneng Nurul Bariyah, Total Quality Management Zakat, (Jakarta: Wahana
Kardofa FAI UMJ, 2012), cet ke-1, h. 53.
®Muhammad Dawud Ali,Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Ul-

Press, 2012), h. 70.



karena memiliki program pendayagunaan yang kreatif, serta menjalankan
prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini secara jelas
membuktikan bahwa hanya lembaga yang mengelola zakat secara
professional, akuntabel dan transparan yang akan mendapat kepercayaan
masyarakat™'.

Organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah dibentuk bertujuan untuk
membantu umat muslim Indonesia sebagai salah satu sarana ibadah.
Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah organisasi yang bergerak
dibidang penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah (ZIS).
Dana yang dikelola oleh OPZ berasal dari orang Islam yang berkewajiban
membayar zakat. Al-Qur’an juga menjelaskan bahwa OPZ memiliki arti
penting dalam pengelolaan dana ZI1S*.

Sudah seharusnya dana ZIS dikelola dengan baik. Organisasi pengelola
zakat dalam mengelola dana ZIS harus memiliki prinsip dasar amanah,
transparan dan ikhlas dalam mengelola dana tersebut.

Perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia perlu diikuti dengan proses
akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan
motivasi melaksanakan amanah umat. Pemerintah juga mengatur proses
pelaporan bagi BAZ dan LAZ dengan Keputusan Menteri Agama RI
Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 7 ayat 3 yang isinya:
“BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada
presiden melalui menteri dan kepala dewan perwakilan rakyat Indonesia
paling sedikit satu kali dalam satu tahun”. Bahkan dalam salah satu
syarat pendirian LAZ yang tertuang pada pasal 22 SK Menteri Agama RI

“Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Kencana Perdana
Media Group, 2006), cet ke-1, h. 130.

2 pyjianto, “Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah
Studi Empiris Pada OPZ Di Kota Semarang, ” Skripsi, Univ Negeri Semarang, 2015, h. 1.
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tersebut disebutkan bahwa untuk mendapatkan ijin dari pemerintah, maka
laporan keuangan LAZ untuk2 tahun terakhir harus sudah diaudit oleh
Akuntan Publik.

Dalam proses pelaporan BAZ atau LAZ selama ini sampai dengan SK
Menteri Agama tersebut dikeluarkan, OPZ belum memiliki standar
akuntansi keuangan, sehingga terjadi perbedaan penyususnan laporan
keuangan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. OPZ yang
cukup inovatif kemudian menggunakan PSAK No. 45 tentang Pelaporan
Organisasi Nirbala. Namun demikian, penggunaan PSAK tersebut
tidaklah mampu sepenuhnya mengatasi permasalahan standar akuntansi
keuangan untuk OPZ. Sampai akhirnya pada tahun 2005, Forum Zakat
berupaya untuk menyususn Pedoman Akuntansi bagi Organisasi
Pengelola Zakat.

Belum lagi sempat disosialisasikan dan diterapkan secara luas, Forum
Zakat telah mengadakan kerja sama dengan lkatan Akuntan Indonesia
(IA1) untuk menyusun PSAK Zakat pada tahun 2007. Kemudian pada
tahun 2008, IAI telah menyelesaikan ED PSAK Nomor 109 tentang
Akuntansi Zakat yang resmi diberlakukan untuk penyusunan dan
penyajian laporan keuangan entitas pengelola zakat per 1 Januari 2009.%

Mengingat BAZNAS adalah lembaga Amil zakat non struktural di
bawah presiden dan mempunyai fungsi yang termaktub dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 7, diantaranya adalah:

1. Perancanaanpengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

dan

3 pSAK Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat.
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4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.**

Diharapkan BAZNAS menerapkan standar yang telah dibuat, agar
salah satu fungsinya terlaksana dengan baik.

Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti ingin mengetahui
BAZNAS dalam menerapkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat.
Maka dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengambil judul
“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.
109 Tentang Akuntansi ZIS di Lembaga Pengelola Zakat (Studi
Kasus BAZNAS Pusat)”.

B. Permasalahan
1. Identifikaish Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka peneliti

mengidentifikasi beberapa masalah, diantaranya adalah sebagai

barikut:

a. Penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat pada BAZNAS

b. Masih banyak Organisasi Pengelola Zakat yang belum menerapkan
PSAK No. 109

c. Organisasi Pengelola Zakat bertanggung jawab untuk memberikan
laporan tentang pendistribusian dana zakat untuk akuntabilitas dan
transparansi terhadap muzaki

d. Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada BAZNAS

e. Apakah BAZNAS sudah menerapkan format pelaporan keuangan
sesuai dengan PSAK No. 101 dan 109

2. Pembatasan Masalah

¥ Undang-Undang 23 Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 7
ayat (2).
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Agar penulis skripsi ini dapat mencapai hasil yang baik dan
maksimal sesuai tujuan yang dikehendaki dan masalah-masalah yang
diteliti tidak begitu luas dan atau keluar dari pembahasan skripsi, maka
penulis membatasi penelitian ini dengan pembahasan, penerapan
melalui jubtik (sampling terbatas), pelaporan keuangan BAZNAS
sudah menerapkan format pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK

No. 101 dan melihat format pelaporan.

3. Perumusan Masalah
Dari pembatasan masalah di atas, peneliti merumuskan masalah
sebagai berikut:
a. Bagaimana penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat pada
BAZNAS?
b. Apakah BAZNAS sudah menerapkan format pelaporan keuangan
sesuai dengan PSAK No. 101 dan 109?

C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada perumusan masalah di atas, tujuan

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 109 pada
BAZNAS.

b. Untuk mengetahui apakah BAZNAS sudah menerapkan format
pelaporan keuangan PSAK No. 101 dan 109.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini

mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka
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aplikasinya di dunia pendidikan maupun di masyarakat. Adapun manfaat
yang diharapkan dari peneliti adalah:
1. Secara Teoritis

a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu
pengetahuan, khususnya prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
mengenai PSAK No. 109 dan juga penulis berharap agar kajian ini
dapat menjadi referensi unyuk penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Bagi masyarakat umum setelah ini diharapkan agar mengetahui
begitu banyak manfaat zakat, apabila zakat itu dikeluarkan melalui
lembaga-lembaga zakat, karena lembaga zakat sudah banyak yang
menggunakan system keuangan yang transparan dan akuntabel.

2. Secara Praktis
Dapat dijadikan masukan bagi para pengelola zakat untuk

memahami apa yang seharusnya dilakukan oleh lembaga zakat.

E. Tinjauan Pustaka
Penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian yang dilakukan oleh
para akademisi namun telah ada bebrapa peneliti yang sebelumnya telah
melakukan penelitian dengan objek yang sama meski ditempat yang
berbeda. Oleh karena itu penelitian para akademisi yang penulis gunakan
sebagai acuan untuk melakukan penelitian ini. Adapun penelitian yang

telah dilakukan sebelumnya antara lain:



Penulis

Judul

Hasil

Syamsul
Hidayat (2018)

Implementasi PSAK
109 pada Yayasan
Rumah Yatim
Arrahman Jakarta

Sudah  sesuai
dengan PSAK
109  tentang
akuntansi

zakat dan
infak/sedekah

Pujianto(2015)

Implementasi PSAK
109 Tentang
Akuntansi Zakat dan
Infak/Sedekah (Studi
Empiris pada OPZ di
Kota Semarang

Belum sesuai
PSAK 109
Tentang
Akuntansi
Zakat dan
Infak/Sedekah

Devi Megawati
(2014)

Penerapan PSAK
109 Tentang
Akuntansi Zakat dan
Infak/Sedekah pada
BAZ Kota
Pekanbaru

Penyajian
laporan
keuangan pada
BAZ Kota
Pekanbaru
belum
sepenuhnya
sesuai dengan
PSAK 109,
ada hal yang
material yang
belum
disajikan pada
masing-masing
laporan

Andi Metari
Setiariware
(2013)

Anilisis
Implementasi
Akuntansi Zakat dan
Infak/Sedekahpasa
LAZ Dompet
Dhuafa Cabang
Makassar

sesuai
109

Belum
PSAK
Tentang
Akuntansi
Zakat dan
Infak/Sedekah

Siti
(2014)

Khafifah

Analisis Kesesuaian
PSAK  No. 109
Mengenai Penyajian
Laporan Dana ZIS
Studi Kasus BAZIS-
DKI Jakarta

BAZS DKI-
Jakarta  telah
menerapkan

PSAK No. 109

Rina Indrawati
(2016)

Evaluasi Penerapan
Undang-undang

Sebagian
kebijakan
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Pengelola Zakat dan
Akuntansi Zakat
PSAK 109 Pada
BAZNAS  Provinsi
Jawa Timur

akuntansi
BAZNAS
Prov Jatim
telah  sesuai
dengan PSAK
109, namun
daari segi
pengukuan dan
pengukuran
serta penyajian
dan
pengungkapan
masih  belum
sesuai

Berikut adalah sebagian pernyataan hasil audit external:
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Kantor Akuntan Publik
MARSUM, SUTAMITO), BIIRDJAN & RIBKAN

IZIN USAHA No. : KEP - 226 / KM.6/2002
MUHAMMAD MAKSUM, SUYAMTO, HIRDJAN SJAFI'l

[

No. 16.001/HI/19

Kepada yang terhormat

Ketua dan Dewan Pembina

YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA
Jalan Terusan Jakarta No.241

Antapani - Bandung

Kami telah mengaudit Laporan Posisi Keuangan YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN
INDONESIA per 31 Desember 2018 , Laporan Perubahan Dana dan Laporan Perubahan aset kelolaan
serta Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah
tanggung jawab Pengurus YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA. Tanggung
jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasar audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasar standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia.
Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh
keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi
pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan
dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan
estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan
secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan
pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut diatas menyajikan secara wajar, dalam
semua hal yang material, posisi keuangan YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA
tanggal 31 Desember 2018 dan laporan perubahan dana serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA dalam menyusun laporan keuangan
berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) tentang Zakat dan
Infak/Sedekah yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah pada tanggal 6 April 2010.

Kantor Akuntan Publik
MAKSUM, SUYAMTO DAN HIRDJAN

No. AP.0428

Jakarta, 17 Mei 2019
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' http://www.laporan-keuangan-yayasan-rumah-yatim-arrahman-jkt, diakses pada
tanggal 30 Agustus 2019 pukul 12.00
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-
AR UTOMO

Lanjutan Surat No. 039/AT/GA-LAI/IV/2017
Laporan auditor independen

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk
menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini -

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal
yang material, posisi keuangan BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL tanggal 31 Desember 2016
dan 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
AHMAD RAHARJO UTOMO

Ahmad Toha, CPA
NRAP: AP.0834

13 April 2017
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18 http://www.laporan-keuangan-baznas-prov-jatim, diakses pada tanggal 30

Agustus 2019 pukul 12.00



http://www.laporan-keuangan-baznas-prov-jatim/

18

Contoh hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa masih banyak
organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah belum menerapkan
akuntansi zakat infak/sedekah sesuai dengan PSAK No. 109 tentang
Akuntansi Zakat.

F. Kerangka Teori
Apabila kita kaitkan dengan Al Qur’an, bahwa nilai-nilai Islam ada
dalam akuntansi dan akuntasi ada dalam struktur hukum dan muamalah
Islam. Karena keduanya mengacupada kebenaran walaupun kadar
kualitas, dimensi dan bobot pertanggung jawabannya bisa berbeda.
Namun karena pentingnya masalah ini maka Allah SWT bahkan

memberikannya tempat dalam kitab suci Al Qur’an surat al-Bagarah ayat

282 yang berbunyi:
C}};sﬁaf Z -3 /5_1_/ > }//:fa/q/// .4; /zf,
°)"7—¢—'=UWJ->‘ 1%4.:5..,3‘4.:\31 \}u‘; . ,{,:,\j‘ L@..glls"

“... Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak
secara tunai untuk waktu vyang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya”. (QS. al-Bagarah:282)

Ini merupakan nasehat dan bimbimngan dari Allah SWT kepada
hamba-hamba-Nya yang beriman, jika mereka melakukan muamalah
secara tidak tunai, hendaklah mereka menuliskannya supaya dapat
menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih
menguatkan bagi saksi. Dan Allah SWT telah mengingatkan hal tersebut
pada penutupan ayat, Allah SWT berfirman,
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“.. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih dapat
menguatkan persaksiandan lebih dekat kepada tidak menimbulkan
keraguan”. (QS. al-Bagarah:282)

G 4y o e

a}ié_%\.é

“... Hendaklah kamu menuliskannya”. (QS. al-Bagarah:282)

Ini merupakan perintah dari Allah SWT, agar dilakukannya penulisan
untuk memperkuat dan menjaganya.

Ibnu Jarir mengatakan: “Barangsiapa berhutan, maka hendaklah ia
menuliskannya. Barangsiapa berjual beli hendaknya mendatangkan
saksi.'’

Ayat dan hadits di atas, dapat kita pahami bahwasejak menculnya
peradaban Islam yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, telah ada
perintah untuk melakukan sistim pencatatan yang tekanannya adalah
untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan, antara dua
pihak yang mempunyaihubungan muamalah. Dengan demikian maka
akuntansi merupakan hal penting dalam setiap transaksi perdagangan
maupun perusahaan, karena pencatatan untuk keadilan dan kebenaran.

Oleh karena itu, para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari
dasar untuk penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang
berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembagakeuangan
konvensional seperti telah dikenal selama ini, standar akuntansi tersebut
menjadi kunci sukses badan pengelola zakat dalam melayani masyarakat

disekitar. Sehingga seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi

YShafiyyurrahman al Mubarakfuri, Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 (Jakarta:
Pustaka Ibnu Katsir, 2012), h. 82.
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yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya, hamun
tetap dalam konteks syariah Islam.*®

Akuntabilitas dan aksesibilitas menempati kreteria yang sangat penting
terkait dengan pertanggungjawaban organisasi dalam menyajikan,
melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas kegiatan serta sejauh
mana laporan keuangan memuat semua informasi yang releven yang
dibutuhkan oleh para pengguna dan seberapa mudah informasi tersebut
diakses oleh masyarakat.™

Pengelolaan dana zakat secara professional dibutuhkan suatu badan
khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah mulai dari
perhitungan dan pengumpulan zakat hingga pendistrusiannya. Semua
ketentuan zakat yang diatur dalam syariah Islam, menurut pengelolaan
zakat harus akuntabel dan transparan sesuaia dengan yang ada di PSAK
No. 109. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung.
Ketidak percayaan muzaki disebabkan belum transparansinya laporan
penggunaan dana zakat untuk publik. Karena itu aturan pelaporan
penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua Amil di Indonesia.

Laporan keuangan Badan/Lembaga amil menjadi salah satu media
untuk pertanggungjawaban operasionalnya. Yaitu, dalam mengumpulkan
dan menyalurkan dana zakat dan infak/sedekah. Untuk itu agar laporan
keuangan tersebut akuntabel dan transparan maka dibutuhkan tsandar
akuntansi yang mengaturnya. Bagi institusi yang didirikan khusus yang
untuk mengelola dan zakat dan infak/sedekah atau disebut juga sebagai
Amil, maka penyusunan laporan keuangannya menggunakan PSAK No.

109, standar akuntansi yang mengatur tentang zakat dan

18 Fajar Laksana, “kajian Pustaka Akuntansi Zakat,” Univ Maulana Malik Ibrahim
Malang, 2009, h. 29.

19 «Akuntansi Zakat” https:/senyummul3.Wordpress.com/2012/04/10/akuntansi-
zakat-infak-sedekah.httm, diakses tanggal 4 mei 2019 pukul 23.00.



https://senyummu13.wordpress.com/2012/04/10/akuntansi-zakat-infak-sedekah.httm
https://senyummu13.wordpress.com/2012/04/10/akuntansi-zakat-infak-sedekah.httm
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sedekah/infaktujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi
yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta posisi keuangan suatu
perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam
pengambilan keputusan lIkatan Akuntan Indonesia (IAl). Untuk dapat
menghasilkan laporan keuangan yang berkualiatas, organisasi pengelola
zakat disyaratkan memiliki sistim akuntansi yang baik. Sistim akuntansi
adalah serangkaian prosedur dan tahap-tahap dalam proses yang harus
diikuti mulai dari pengumpulan dan mencatat data keuangan, kemudian

mengelola data tersebut menjadi laporan keuangan.?

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan
kualitatif ini digunakan apabila data yang hendak dikumpulkanadalah data
kualitatif, yaitudata yang disajikan dalma bentuk kata atua kalimat.
Penelitian kualitatif sangat mengutamakan kualitas data, sehingga dalam
penelitian kualitatif tidak digunakan analisis statistika.

Sedangkan jika ditinjau dari tempat pelaksanaan penelitian, maka
berdasarkan fokus dan ruang lingkup yang didasarkan pada suatu
penelitian terhadap penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan
(PSAK) No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah di BAZNAS.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yakni
penelitian yang langsung dilakukan dilapangan.

Kemudian untuk mempermudah penjelasan metodologi penelitian yang
digunakan, maka perlu adanya uraian langkah-langkah sistematis yang
ditempuh dalam penelitian ini. Adapun langkah-langkah tersebut sebagai
berikut:

% Sabrina Shahnaz, “Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan
Akuntansi Zakat, Infak, sedekah pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara: Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Univ Sam Ratulangi, Vol. 16 No. 01 Tahun 2016, h. 55-56.
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1. Sumber Data
Penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan library research.
Maksudnya, pengambilan data yang berasal dari buku-buku atau karya
ilmiah khususnya dibidang akuntansi zakat, serta hasil wawancara
dengan beberapa pihak kompeten yang bersangkutan agar
mendapatkan informasi dan data yang akurat. Observasi dilakukan jika
data yang diperoleh melalui wawancara kurang mereflesikan informasi
yang diinginkan.
2. Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah mencari data-data yang diperlukan dari objek penelitian yang
sebenarnya. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai
berikut:
a. Metode Interview
Metode Interview wawancara adalah percakapan dengan maksud
tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu
pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang
diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebeut.
Interview dilakukan dalam upaya penggalian data dari nara
sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung
danlebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau
berkepentingan) terhadap penerapan pernyataan standar akuntansi
keuangan (PSAK) No. 109 tentang akuntansi zakan dan
infak/sedekah di BAZNAS.
b. Metodologi Dokumentasi
Metodologi Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan penelitian di BAZNAS Pusat, baik berupa

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.
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3. Analisis Data

Setelah dikumpulkannya data-data yang diperlukan untuk
kepentingan kajian ini, maka akan dianalisis dengan metode deskriptif
analisis, yaitu berusaha untuk menggambarkandan menganalisis secara
mendalam berdasarkan data yang diperoleh.?

Dengan menggunakan metode ini, penulis mendeskripsikan
penerapan pernyataan standar akuntansi pada lembaga BAZNAS.
Setelah itu, penulis menganalisis pernyataan standar akuntansi
keuangan No. 109 tentang akuntansi zakat untuk dikaji kembali apakah
penerapannya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam PSAK
No. 109.

H. Teknik Penulisan
Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini merujuk pada “Pedoman

Penyusunan Skripsi, Tesisdan Disertasi” IIQ Press. 2018.

I. Sistematika Penulisan
Untuk lebih sistematis dalam penguraian dan pembahasan skripsi ini,
penulis membaginya dalam lima bab. Sedangkandalam setiap babnya
terdiri dari bebrapa sub bab sebagai pembahasan dan uraiannya, sehingga
lebih jelas dan mudah untuk pemahaman dalam sistematika pembahasan.

Pembahasan tersebut penulis dapat uraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN
Meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah,

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat

21 Lexy J Moleong, metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2008), h. 186.
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penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian serta
sitematika penulisan.
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITASI PADA

LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT

BAB Il1:

BAB IV:

BAB V:

Pada bab ini akan membahas tentang: zakat, organisasi

pengelolaan zakat, teori akuntabilitas publik, akuntansi

Islam/syariah, akuntansi zakat, serta membahas tentang PSAK

No. 101 dan 109

GAMBARAN UMUM BAZNAS

Menguraikan tentang gambaran umum meliputi: sejarah

BAZNAS, visi-misi BAZNAS, bentuk-bentuk kegiatan

BAZNAS, legalitas BAZNAS, nilai BAZNAS, kebijakan

mutu BAZNAS, tujuan mutu BAZNAS, prestasi BAZNAS

danstruktur organisasi BAZNAS.

ANALISIS

a. AnalisisPernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
No. 109

b. Sudahkah BAZNAS menerapkan format pelaporan
keuangan sesuai dengan PSAK No. 101 dan 109

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup Yyang Dberisikan tentang

kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan dalam skripsi ini,
dapat disimpulkan bahwa BAZNAS merasa sangat dimudahkan dengan
adanya PSAK No. 109 dan sudah menerapkan PSAK No. 109 Pada
keseluruhan laporan keuangan BAZNAS, dari sisi pengakuan,
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan secara keseluruhan telah
sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109.

BAZNAS juga sudah menerapkan format pelaporan keuangan yang
sesuai dengan PSAK No. 101 yang di dalamnya sudah menyantumkan
laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan
asset kelola, dan laporan arus kas.

B. Saran

1. BAZNAS agar tetap konsisten dalam menerapkan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada laporan keuangannya.

2. BAZNAS agar tetap konsisten dalam mempublikasikan laporan
keuangan melalui media masa atau pun media sosial demi terjaganya
akuntabilitas, transparansi, dan menjaga kepercayaan para donatur.

3. BAZNAS diharapkan untuk lebih transparansi dalam memberikan
keterangan-keterangan terhadap transaksi yang dilakukan atas
penyaluran zakat. Agar memudahkan para muzakki atau pun orang
yang berkepentingan untuk mengetahui laporan keuangan BAZNAS
dan mengetahui kemana saja penyaluran yang dilakukan sehingga

tingkat kepercayaan para muzakki semakin tinggi.
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